
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN           

NOMOR 16 TAHUN 2010 
TENTANG 

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TAPIN, 

Menimbang : a.  bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Desa, belum adanya pengaturan 
mengenai Pagu Indikatif Desa dan Pagu 
Indikatif Kewilayahan, sehingga perlu 
dilakukan perubahan;  

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a adalah untuk meningkatkan 
hasil pembangunan di desa, sehingga sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Desa; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
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3. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa; 

 


